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 Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan
terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi
prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. 
Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam
proses peradilan senanatiasa dituntut untuk mengasah
kepekaaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan
moral dan meningkatkan profesionalisme dalam
menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat
banyak.

 Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu
menuntut tanggung jawab yang tinggi sehingga putusan
pengadilan yang diucapkan dengan irah-rah “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 
menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, 
kebenaran dan ……



 … keadilan itu wajib dipertanggungjawaabkan 
secara horizontal kepada sesama manusia, dan 
secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

 Semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh 
hakim harus dilaksanakan dalam rangka 
menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa 
pandang bulu dengan tidak mebeda-bedakan 
orang. Untuk mewujudkannya perlu terus 
diupayakan secara maksimal tugas pengawasaan 
secara internal dan eksternal oleh MA dan KY.

 Wewenang dan tugas pengawasan tersebut 
diorientasikan untuk memastikan semua hakim 
sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu 
berintegritas tinggi, jujur dan profesional sehingga 
memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan 
pencari keadilan. 



 Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk 
mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang 
bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas 
yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan 
dengan tugas dan wewenanagnya itu, hakim dituntut 
untuk selalu menjaga dan mengakkan kehormatan 
dan keluhuran martabat, serta etika perilaku hakim. 

 Sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, 
candra, sari, dan tirta merupakan cerminan perilaku 
hakim yang harus diimplementasikan dan 
direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan 
perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip 
Ketuhanan YME, adil, bijaksana, dan berwibawa 
berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan 
YME yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan 
pedoman perilaku hakim ini bermakna pengalaman 
tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-
masing                                                            ……



 …. menurut dasar kemanusiaan yang adil dan 
beradab. Ketaqwaan Tuhan YME ini akan 
mendorong hakim untuk berperilaku baik dan 
penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntutan 
agama dan kepercayaan yang dianutnya.

 Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan 
dan keluhuran martabat serta perilaku hakim 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan harus diimplementasikan 
secara konkrit dan konsisten baik dalam 
menjalanjan tugas yudisialnya maupun di luar 
tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat 
dengan upaya penegakan hukum dan keadilan 



 IKAHI didirikan tanggal 20 Maret 1953 tetapi belum 
menyusun Kode Etik maupun Majelis Kehormatan 
Hakim.

 Konggres III Ikatan Hakim 5-7 April 1965 di Bogor : 
untuk menjaga harkat dan martabat hakim agar 
dibentuk kode etik dan pada setiap daerah hukum 
pengadilan tinggi dibentuk Dewan Kode Etik.

 Konggres Luar Biasa ke IV 23-30 November 1966 
ditetapkan Keputusan Munas No.2 Tahun 1966 tentanag 
Kode Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan 
Hakim.

 Munas V 18-20 Oktober 1968 : pernyataan Hakim 
mentaati Kode Kehormatan Hakim dan mendesak 
Pengurus Pusat untuk menyusun tata cara bekerja 
Majelis Kehormatan Hakim.



 Munas ke VIII tanggal 25-28 Maret 1984 di Jakarta 
dikeluarkan pernyataan : (a) setiap anggota IKAHI 
wajib memegang teguh dan melaksanakan kode 
kehormatan hakim serta peraturan perundang-
undangan tentang kepegawaian. (b) menentukan MKH 
sebagai forum bagi anggota IKAHI 
mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak 
sesuai dengan kode kehormatan dan peraturan 
perundang-undangan kepegawaian.

 Munas ke IX tanggal 25-26 Maret 1998 : Konsep Surat 
Keputusan Bersama Ketua MA dan Menteri Kehakiman 
dari lingkungan Peradilan Umum dan TUN (belum 
ditandatangani)

 Pada Tahun 1995 ada penggabungan Ikatan Hakim 
Agama dengan IKAHI. Munas XII tanggal 28 Maret-
1April 1998 di Jakarta : perubahan keanggotaan IKAHI 
meliputi peradilan Umum, TUN dan Agama.



 Munas XIII tanggal 27-30 Maret 2000 di Bandung : 
merumuskan dan mengesahkan Kode Etik Profesi
Hakim (yang terbaru disamping dua kode etik
terdahulu) dan perubahan tentang keanggotaan
IKAHI yang meliputi hakim-hakim peradilan
Umum, Agama. TUN, Militer, Hakim-hakim Agung
serta Hakim yang bertugas di MA.



 Dengan memperhatikan masukan dari para hakim, 
kalangan praktisi dan akademisi hukum, serta 
masyarakat, MA menyusun PPH. Penyusunan tersebut 
merupakan hasil perenungan ulang atas Kode Etik 
Hakim Indonesia yang dicanangkan dalam Konggres 
Luar Biasa IKAHI Tahun 1966, yang ditindaklanjuti 
dalam Rapat Kerja Nasional MA Tahun 2002 di 
Surabaya yang merumuskan 10 prinsip pedoman : (1) 
berperilaku adil (2) berperilaku jujur (3) berperilaku 
arif dan bijaksana (4) bersikap mandiri (5) 
berintegritas tinggi (6) bertanggung jawab (7) 
menjunjung tinggi harga diri (8) berdisiplin tinggi (9) 
berperilaku rendah hati (10) bersikap profesional.  

 Dengan memperhatikan prinsip-prinsip internasional, 
antara lain Bangalore Principles dan PPH di negara 
lain,                                                                   ……



 …. disusunlah penjabaran atas 10 prinsip tersebut 
di atas. Penjabaran yang berupa PPH, konsepnya 
diterbitkan pada bulan Mei 2006. Kemudian 
disempurnakan lagi sesuai Keputusan Rapat Kerja 
Nasional MA bulan September 2006.

 Akhirnya PPH disahkan dengan Keputusan Ketua MA 
No.104 A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 
tentang Pedoman Perilaku Hakim

 PPH ini telah dilengkapi dengan Petunjuk 
Pelaksanaan dan Penegakan PPH, sebagaimana 
dituangkan dalam Keputusan Ketua MA 
No.215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 
2007.

 Bagaimana mengamalkan PPH dalam praktek 
kehidupan hakim agar supaya PPH dapat 
dilaksanakan sebagaimana diharapkan,            …..



 …. menurut Ketua MA dalam tulisan di majalah 
Varia Peradilan Febrauari 2007 dengan judul 
“Menjadi Hakim yang Baik”, perlu disusun program 
sosialisasi dengan pola berjenjang, berkelanjutan, 
dan desentralisasi. Program tersebut terutama 
ditujukan agar para hakim secara sadar dan 
sukarela mau mengamalkan PPH, bukan sekedar 
mengetahui substansinya saja.

 Berdasarkan Ketentuan Pasal 32A juncto Pasal 81B 
UU No.3 Tahun 2009 (Perubahan kedua UU No.14 
Tahun 1985 tentang MA), yaitu Kode Etik dan 
Perilaku Hakim disusun oleh MA bersama KY, maka 
telah diterbitkan Keputusan Bersama Ketua MA dan 
Ketua KY 
No.047/KMA/SK/IV/2009/2.02/SKB/P.KY/IV/2009 
tanggal 8 April 2009. Pada dasarnya substansi  Kode 
Etik dan PPH dalam Surat Keputusan Bersama     ….



 … adalah sama dengan substansi yang terkandung 
dalam PPH Surat Keputusan Ketua MA. 
Perbedaannya terletak pada rumusan redaksional, 
dimana ada kalimat dan kata yang ditiadakan, 
diganti dan ditambah.

 Selanjutnya MA dan KY telah menerbitkan 
Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY 
No.02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim tanggal 27 September 
2012.



 Majelis Kehormatan Hakim adalah forum 
pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil 
pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar 
ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan 
peraturan perundang-undangan serta diusulkan 
untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. 

 Keberadaan MKH dapat dilihat dalam Ketentuan 
Pasal 22F ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang 
Perubahan UU No.22 Tahun 2004 tentang KY juncto 
Pasal 11A ayat (6) UU No.3 Tahun 2009 (Perubahan 
UU No.14 Tahun 1985 tentang MA) : Hakim yang 
akan diusulkan pemberhentian tetap diberikan hak 
untuk membela diri di hadapan MKH.



 Komposisi Keanggotaan MKH berdasarkan 
ketentuan Pasal 22F Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 
juncto Pasal 11A ayat (8) UU No. 3 Tahun 2009, 
terdiri dari 4 orang anggota KY dan 3 orang Hakim 
Agung.

 Forum pembelaan diri hakim ini terkait dengan 
tata cara pembentukan dan mekanisme kerja yang 
telah diatur oleh MA dan KY dengan menerbitkan 
Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY 
No.129/KMA/SKB/IX/2009 –
No.04/SKB/P.KY/IX/2009 tanggal 8 September 2009 
tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan 
Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis 
Kehormatan Hakim.



 IKAHI menerima masukan dari hakim-hakim di 
Indonesia mengenai komposisi 4 – 3 dalam MKH 
tidak netral. Untuk menjaga 
netralitas/keobyektifan keputusan yang diambil 
oleh MKH sebaiknya komposisi tersebut perlu 
dirubah, yaitu 1 orang dalam komposisi tersebut 
seharusnya diambil dari pihak luar yang netral, 
misalnya bisa dari hakim yang sudah pensiun yang 
berintegritas. Hakim yang sudah pensiun ini 
mempunyai pengalaman dan lebih memahami 
bagaimana hakim-hakim menjalankan tugasnya 
pindah dari satu daerah ke daerah lain di seluruh 
Indonesia sehingga mengetahui kendala-kendala 
dan kesulitan hakim-hakim tersebut. 



 Ada beberapa perbuatan yang dilarang dan tidak
boleh dilakukan oleh Hakim, menurut Pasal 5 – 11 
Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY 
No.02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim :
 Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah

satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya
termasuk penuntut umum dan saksi berada
dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi
hakim ybs.

 Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus
mencegah suami atau istri hakim, orang tua, 
anak atau anggota keluarga hakim lainnya …..



 …untuk meminta atau menerima janji, hadiah, 
hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan 
pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut 
umum, orang yang sedang diadili, pihak lain yang 
kemungkinan kuat akan diadili.

 Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan 
untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak 
ketiga lainnya.

 Hakim dilarang melakukan tawar menawar putusan, 
memperlambat pemeriksaan perkara, menunda 
eksekusi aatau menunjuk advokat tertentu dalam 
menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali 
ditentukan lain oleh UU.

 Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan 
sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi 
, anggota keluarga atau siapapun juga dalam 
hubungan finansial



 Apabila hakim melakukan perbuatan yang dilarang
tersebut, maka hakim dapat dikatakan melakukan
pelanggaran. Sanksi bagi hakim yang terbukti
melakukan pelanggaran kode etik, adalah :
 Sanksi ringan : teguran lisan, lisan tertulis, 

penyataan tidak puas secara tertulis
 Sanksi sedang : penundaan kenaikan gaji berkala

paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali 
kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, 
penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, 
hakim nonpalu paling lama 6 bulan, mutasi ke
pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, 
pembatalan atau penangguhan promosi. 

 Sanksi berat : pembebasan dari jabatan, hakim 
nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, 
penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat
lebih rendah paling lama 3 tahun …..           



 ….pemberhentian tetap dengan hak pensiun, 
pemberhentian dengan tidak hormat.

 Hakim tidak hanya terikat dengan sanksi pelanggaran
kode etik saja, tetapi hakim juga diancam dengan
ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 12 huruf c UU No.20 Tahun 2001 tentang
Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : hakim yang 
menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang 
diserahkan kepadanya untuk diadili, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.



 Persoalan intervensi terhadap kebebasan dan
kemandirian hakim, baik yang berlatar belakang
materiil maupun non materiil :
 Intervensi internaal : dorongan dari dalam diri

pribadi hakim sendiri, sperti rasa simpati, empati, 
antipati, emosi, keinginan, kepentingan, 
ketakutan, popularitas dll

 Intervensi eksternal : kondisi dari luar diri hakim, 
seperti persaudaraan, persahabatan, penyuapan, 
pengarahan, tekanan, intimidasi, tindak kekerasan, 
teror, pembentukan opini, kepentingan politik, 
kepentingan kelompok dll termasuk juga intervensi
struktural melalui peraturan perundang-undangan.



 Ada pendapat seolah-olah putusan pengadilan yang 
membebaskan terdakwa/melepaskan terdakwa dari 
segala tuntutan adalah putusan yang tidak baik 
(terutama putusan korupsi/putusan yang menarik 
perhatian publik). Pendapat tersebut adalah pendapat 
yang salah karena menurut hukum, putusan bebas itu 
sah dan sama baiknya dengan putusan menghukum
asalkan putusan itu berdasarkan hukum. Putusan 
menghukum menjadi tidak baik jika terdakwa yang 
sebenarnya tidak bersalah tapi dijatuhi hukuman, atau 
terbukti bersalah dan dihukum berat walaupun sifat 
perbuatan ringan dan sebaliknya. Putusan bebas 
menjadi tidak baik apabila terdakwa yang sebenarnya 
terbukti bersalah tetapi dibebaskan atau dilepaskan.

 Seringkali pendapat orang atau sekelompok orang 
dikembangkan dengan membentuk opini untuk 
melakukan intervensi kepada hakim,                  …..



 …dalam rangka memaksakan kehendaknya sesuai 
kepentingan ybs, baik melalui media online, visual 
maupun non visual. Penegakan hukum tidak dapat 
dilakukan dengan melanggar hukum karena yang 
demikian merupakan perbuatan korup.

 Ada kecenderungan orang menggunakan people 
power dengan melakukan demonstrasi besar-besaran 
untuk menekan hakim. 

 Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral 
untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga 
terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi 
kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan 
masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin 
terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak 
memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan 
sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak 
hukum maupun sebagai warga masyarakat.



 Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab 
masyarakat dan Negara memberi jaminan 
keamanan bagi hakim dan pengadilan, termasuk 
kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas 
dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun 
kondisi-kondisi tersebut belum sepenuhnya 
terwujud tidak dapat dijadikan alasan bagi 
hakim untuk tidak berpegang teguh pada 
kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan 
keadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.



 Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu 
menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan 
garis batas tata nilai yang dapat dijadikan 
pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan 
tugasnya. KE-PPH merupakan panduan 
keutamaan moral bagi hakim, baik dalam 
menjalankan tugas profesinya maupun dalam 
hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

 Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KE-
PPH sebagian telah diatur dalam berbagai 
peraturan perundangan. Namun semua 
rumusannya sudah diatur dalam ajaran agama, 
sehingga bagi yang telah mengamalkan ajaran 
agama sebenarnya dengan sendirinya sudah 
mengamalkan KE-PPH.



 KE-PPH hanyalah suatu alat/piranti untuk 
menunjang perwujudan pelaksanaan kedudukan 
hakin yang mulia. Oleh karenanya berpulang 
kepada para hakim sendiri untuk memahami, 
menghayati dan mengamalkan dan 
mempertahankannya sebagai suatu pengabdian. 
Pengamalannya tentunya tidak hanya dalam 
kaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas 
hakim saja, namun dalam kehidupan sehari-hari.                  




